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PENETAPAN
Nomor 462/Pdt.P/2024/PA.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan
oleh:
XXX, NIK , umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di XXX, sebagai Pemohon I;

XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, sebagai Pemohon Ii;
Pemohon | dan Pemohon Il selanjutnya disebut sebagai para

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juli 2024
telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tasikmalaya, dengan Nomor :462/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 05 Juli
2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan permohonan lItsbat nikah dengan
alasan/dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon | telah menikah dengan Pemohon Il menurut Syariat
Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 bertempat di
XXX;
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Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Duda Cerai
Mati, dan Pemohon Il berstatus Janda Cerai Mati

Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah yang
merupakan Adik Kandung Pemohon Il yang bernama Bapak (XXX) dan
disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak (XXX) dan
Bapak (XXX), dan ada ljab Qobul antara mempelai laki 4€* laki dengan wali dan
dengan Maskawin berupa Perhiasan Emas seberat 5 gram dibayar tunai;

Bahwa ijab kabulnya dilangsungkan antara Pemohon | (XXX (AIm))
dengan wali nikah yang merupakan Adik Kandung Pemohon Il (XXX) Wali
Nikah membacakan ijab : Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau ananda
XXX (Alm) dengan XXX dengan maskawinnya berupa Perhiasan Emas
seberat 5 gram dibayar tunai. , dan mempelai pria membacakan kabul : Saya
terima nikah dan kawinnya XXX dengan mas kawinnya yang tersebut, dibayar
tunai. , kemudian setelah dibacakannya bacaan ijab kabul oleh wali dan
mempelai pria, saksi-saksi menyatakan bahwa pernikahnnya tersebut sah;

Bahwa antar Pemohon | dan Pemohon |l tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan
tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan
Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemaohon 1l telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Para Pemohon
belum mendapat buku nikah atau tidak tercatat menurut perundang-undangan
yang berlaku;

Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan
Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, maka mohon perkawinan ini agar
diitsbatkan di Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Bahwa permohonan itsbat nikah ini, Para Pemohon sampaikan untuk
membuat Buku Nikah dan administrasi lainnya;

Bahwa selama masa pernikahan tersebut, belum pernah terjadi
perceraian, Para Pemohon belum pindah keyakinan dari Agama Islam;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini
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disertakan Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Nomor: B-
87/Kua.10.06.24/PW.01/VII/2024 tertanggal 03 Juli 2024;

Bahwa Para Pemohon tergolong sebagai warga masyarakat yang tidak
mampu, sebagaimana ditunjukkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu
Nomor vyang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikadongdong Kecamatan
Singaparna Kabupaten Tasikmalaya , sehingga tidak mampu membayar biaya
perkara, untuk itu Para Pemohon mohon dibebaskan dari kewajiban membayar

biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan
penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya C.q. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (XXX (Alm)) dengan Pemohon II
(XXX) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 bertempat
di XXX;

Membebaskan Para Pemohon dari Kewajiban membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon
telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para
Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK : 3171012404470001
tanggal 20-11-2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan
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Catatan Sipil Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang
oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu
diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK : 3206244103700002
tanggal 08-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-
nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang
ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Nining Dahlia NIK :
3206240112150027 tanggal 19-05-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kabupaten Tasikmalaya, telah
bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan
dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan
diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga E. Mustari NIK :
3171011003099843 tanggal 10-10-2022, yang dikeluarkan oleh Kasudin
Dukcapil Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu
diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan fotokopinya
telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi
tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-
saksi bernama:

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat
tinggal di Kampung Babakan RT. 004 RW. 006, Desa Cikadongdong,
Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Saksi sebagai Anak
Kandung, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:
— Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon;

— Bahwa hubungan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami isteri,

mereka menikah pada tanggal 28 April 2023, di di XXX, namun pernikahan
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mereka tidak dicatat;
— Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;

— Bahwa yang menjadi wali nikahnya Adik Kandung Pemohon Il Pemohon
I bernama XXX disaksikan dua orang saksi bernama XXX dan XXX, mas

kawin berupa ... dibayar tunai ;

— Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan para Pemohon, pihak yang
mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan

diterima oleh Pemohon | ;

— Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon |

tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;

— Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada halangan
perkawinan, antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan
darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon | dan Pemohon Il tidak

pernah bercerai;

— Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon | berstatus Duda Cerai

Mati dan Pemohon Il berstatus Janda Cerai Mati ;

— Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon | dan Pemaohon 1l tetap

beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
— Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon ... tidak dikaruniai anak;

— Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat memerlukan penetapan isbath
nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dan
juga untuk Mengesahkan perkawinan.

2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat
tinggal di XXX. Saksi sebagai Tetangga, dibawah sumpahnya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
— Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon;

— Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 28 April 2023 di di XXX
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— Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tersebut tidak

tercatatkan di Kantor Urusan Agama di XXX ;

— Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan yang menjadi
wali nikahnya Adik Kandung Pemohon II Pemohon Il bernama XXX
disaksikan dua orang saksi bernama XXX dan XXX, maharnya berupa ...

dibayar tunai ;

— Bahwa pada saat pernikahan Pemohon | dan Pemohon IlI, pihak yang
mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan

diterima oleh Pemohon | ;

— Bahwa ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon | tidak berselang
waktu dan dilakukan pada majelis yang sama secara berhadap-hadapan
— Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada halangan

perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan bukan

mahram ;

— Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, Pemohon |
berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon Il berstatus Janda Cerai Mati;

— Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama

Islam dan tidak pernah pindah agama;
— dari pernikahan tersebut para Pemohon ... tidak dikaruniai anak;

— Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat memerlukan penetapan isbath
nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dan
juga untuk Mengesahkan perkawinan.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan
menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap
pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara
persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisabh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-
pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam,
maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan
Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara
absolut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para
Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 28 April 2023, di di
XXX, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon Il Pemohon Il bernama XXX,
ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon |, disaksikan oleh dua orang saksi
bernama XXX dan XXX, dengan mas Kawin berupa ... dibayar tunai, pada saat
pernikahan tersebut, Pemohon | berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon I
berstatus Janda Cerai Mati, antara Pemohon | dengan Pemohon |l tidak ada
hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum
dicatat di Kantor Urusan Agama di XXX;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang
diberi kode P.1 s.d. P.6 , bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan
aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P1, P.2 dan P3, merupakan Kartu Tanda
Penduduk dan Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat
tinggal para Pemohon serta susunan keluarga para Pemohon, berdasarkan bukti
tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten
Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukan merupakan akta otentik, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
tercatat di Kantor Urusan Agama di XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta autentik berupa akta
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cerai, isi bukti tersebut menerangkan tentang status para Pemohon sebelum

menikah, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar sebelum menikah Pemohon

| berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon Il berstatus Janda Cerai Mati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bernama
XXX dan XXXternyata merupakan Anak Kandung dan Tetangga, maka
Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat
dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah
dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai
pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada
tanggal 28 April 2023 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan bukti

P.4, P.5 dan P.6 serta kesaksian para saksi, majelis hakim telah menemukan

fakta sebagai berikut :

— Bahwa Pemohon | telah menikah dengan Pemohon Il pada tanggal 28 April
2023, di Wilayah Kantor Urusan Agama di XXX, dengan wali nikah Adik
Kandung Pemohon Il Pemohon I, bernama XXX, ada ijab kabul antara wali
dengan Pemohon |, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXX dan XXX,
dengan mas kawin berupa ... dibayar tunai;

— Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Duda Cerai Mati
dan Pemohon Il berstatus Janda Cerai Mati;

— Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab, tidak
ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;

— Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon ... tidak dikaruniai anak;

— Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta
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Pemohon | tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon Il;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi
syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam
dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud
pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Para Pemohon
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di XXX;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan
bahwa: “istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka
penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah
atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi
sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut
Undang-undang No. 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan /
itsbat nikah yang dimohonkan para Pemohon telah bersesuaian dengan
peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya
petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka
berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5
Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan para Pemohon
untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan di XXX;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang
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berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon | (XXX) dengan Pemohon Il (XXX)
yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2023 di di XXX ;

3 Memerintahkan Kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya
tersebut pada Kantor Urusan Agama di XXX ;

4 Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Tasikmalaya tahun anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 11 Muharram 1446 Hijriyah, oleh saya Drs. H. Dadang Priatna sebagai
Ketua Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.l sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Priatna
Panitera Pengganti,

Mamat Rakhmat, S.H.I
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